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ABSTRAK 

Mengatasi backlog terhadap kepemilikan, program dan kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah harus dengan tepat menyasar MBR yang saat ini mendominasi 

angka backlog kepemilikan rumah. Sehingga terdapat beberapa kendala 

administrasi dalam mengakses layanan bantuan kredit perumahan terhadap Kredit 

Pemilikan Rumah terutama dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 

yang membutuhkan persyaratan legal formal yang cukup sulit untuk dipenuhi oleh 

kelompok berpenghasilan rendah. Dalam penulisan ini, menggunakan Penelitian 

Yuridis Normatif dengan melihat bahan pustaka, yang dianggap sebagai bahan 

hukum primer, dan bahan hukum sekunder yang dianggap sebagai data sekunder 

serta bahan hukum tersier. Data yang dibutuhkan adalah dengan pendekatan 

perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk mendukung jenis 

Penelitian Yuridis Normatif dari penulisan ini. FLPP (Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan) melibatkan tahapan dalam peraturan perundang-

undangan, meliputi penggunaan dana FLPP untuk kredit/pembiayaan perumahan, 

yang mencakup pembangunan dan perolehan rumah layak huni, pembangunan dan 

perbaikan rumah swadaya. Bank pelaksana membantu memberikan sebagian 

kredit/pembiayaan utama KPR Sejahtera, ketetapan sasaran, penggunaan dana 

FLPP, risiko kredit/pembiayaan, dan kesediaan untuk menjalani pemeriksaan 

eksternal. Jika kesepakatan penyelesaian tidak tercapai, konsumen kemudian dapat 

mencoba penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (LAPS) atau jalur hukum. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat No. 35 Tahun 2021, Bank Pelaksana harus memenuhi 

persyaratan untuk menjadi penerima dana FLPP, satunya adalah mengajukan 

persyaratan minat untuk membantu Bank Pelaksana kepada Direktur Jenderal. 

Calon debitur telah menjalani penilaian kelayakan kredit. FLPP membantu 

Regulasi dan Kebijakan KPR mencapai penting poin-poin, seperti persyaratan 

peserta, proses pembiayaan, pendaftaran dan persetujuan kredit, dan peran lembaga 

jasa keuangan dalam mendukung program Sejuta Rumah untuk Rakyat. 
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